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Kaitan antara pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan
ekonopii dapat memberikan ilustrasi dan pemahaman secara
deskriptif mengenai kualitas pembangunan di Indonesia. Berbagai
literatur ilpriah menunjukkan babhwa manusia mernpakan faktor
utama dalam pembangunan. Proses pembangunan swatu bangsa
tidak lagi dapat dipabami secara terbatas pada pertumbunhan
ekonomi semata, namun harus pula memuat di dalamnya proses
pembangunan manusia. Jika pembangunan manusia dipahami
sebagai kumpulan berbagai npaya untuk meningkatkan
Resejabteraan manusia, maka keniskinan justru dipahami harns
bergerak ke arah yang berlawanan (penurunan angka kensiskinan,).
Data yang ada menunjukkan balhwa persentase penduduk niskin
pada tahun 1996 dan 2006 ternyata relatif sama. Ini
menmiperlihatkan tidak banyaknya pernbahan kondisi kesgahteraan
di Indonesia. Dalam hal pengangguran, pertunibuban ekonomi
memperlibatkan gerak yang searah dengan angka penganggnran.
Hal ini mengindikasikan belum berkualitasnya pertumbuhan
ekonomi dari sudut pandang pasar tenaga kerja. Dengan
pemahaman sederhana dapat dikatakan babwa orang yang
menganggur pasti lebih mudal menjadi miskin, daripada orang
Jyang tidak menganggnr. Dengan menggunakan analisis deskriptif,
tulisan ini mencoba memberikan ganmbaran yang lebih luas mengenai
pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Indone-
sia.

Kata kunci: Pembangunan, pengangguran, ke-

miskinan, pertumbuhan ckonomi, Indo-
nesia.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terus mengalami dinamika

dan menghadapi tantangan yang berbeda antarperiode
- waktu. Berakhirnya era perang dingin menyebabkan

perubahan yang berarti pada strategi pembangunan
bangsa-bangsa di dunia, ditandai dengan kemunculan era
globalisasi dan menjadi suatu perubahan eksternal yang
harus dihadapi saat ini. Secara internal, perubahan strategi
pembangunan muncul sebagai dampak dati pemberlakuan
otonomi daerah. Dengan dua perubahan kondisi eksternal
dan internal tersebut, maka dibutuhkan strategi

pembangunan yang mampu membawa Indonesia pada
peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi, dan
hal ini bukanlah peketjaan yang mudah.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pi-
lar penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan
rakyat. Ekonomi selalu berbicara pada tiga konsep
penting yang saling terkait, yaitu keterbatasan sumberdaya,
pilihan, dan pengambilan keputusan ekonomi, yang dapat
menycbabkan tercapainya kesejahteraan rakyat secara
optimal. Pertanyaan selanjutnya ialah mengapa
kesejahteraan rakyat? Jawabannya sederhana: katena
pembangunan tidak akan ada artinya tanpa rakyat.
Pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa rakyat.
Dan, pembangunan memang ditujukan untuk rakyat.
Seperti yang kita ketahui, salah satu syarat terpenting di
dalam pembentukan suatu negara ialah penduduk.

Sudah jelas bahwa manusia merupakan faktor
utama dalam pembangunan. Kini proses pembangunan
suatu bangsa tidak lagi dapat dipahami secara terbatas
pada pertumbuhan ekonomi semata, namun harus pula
memuat di dalamnya proses pembangunan manusia.
Dalam lingkup internasional, pemahaman pembangunan
manusia mencakup setidaknya tiga aspek: pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Dj samping itu salah satu dimensi
yang dipergunakan dalam mengevaluasi perkembangan
pembangunan manusia suatu bangsa ialah kemiskinan. Jika
pembangunan manusia dipahami sebagai kumpulan
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berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia, maka kemiskinan justru dipahami harus bergerak
ke arah yang betlawanan (penurunan angka kemiskinan).

Secara sederhana, akan mudah dilihat keterkaitan
antara kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dapat
dipandang sebagai keadaan dimana seseorang hanya
memiliki pilihan yang sangat terbatas, atau bahkan tidak
memiliki sama sekali, dalam hidupnya. Keterbatasan ini
dapatberupa keterbatasan dalam hal aset (fang/ble maupun
intangible) dan akses pada sumberdaya dan berbagai
fasilitas. Sementara menganggur (fobless) secara mudah
dapat dimengert sebagai situasi di mana seseorang tidak
memiliki kesempatan untuk memperbaiki keterbatasan
karena tidak adanya sumber pendapatan yang memadai.
Dengan pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa
orang yang menganggur pasti lebih mudah menjadi
miskin, datipada orang yang tidak menganggur, meskipun
tidak semua pengangguran akan menjadi orang miskin
(karena memiliki strear of income di luat upah).

Meskipun secara substansial tidak ada yang salah
dengan pemikiran di atas, tetapi dalam kerangka
pengelolaan suatu bangsa dengan jumlah penduduk yang
besar seperti Indonesia, beberapa hal yang lebih rinci
menjadi penting untuk diperhatikan. Pertama adalah
munculnya kemiskinan sangat mungkin memiliki sebab
yang berbeda dari masalah pengangguran. Kedua, adalah
kecenderungan untuk semata-mata mengandalkan
pertumbuhan ekonomi sebagai obat mujarab dalam
menyelesaikan kedua masalah ini. Dalam kaitannya dengan
upaya untuk mengatasi kedua persoalan itu, maka hal
ketiga ialah pemahaman bahwa kemiskinan dan
pengangguran merupakan hal yang sudah mendesak
untuk diatasi. Pengangguran dapat dilihat sebagai akibat
dari tidak bekerjanya pasar tenaga kerja dengan baik. Dari
sisi penawaran tenaga ketja, Indonesia mengalami masalah
labor market mismatch dan besarnya ketimpangan
penawaran tenaga ketja menurut kelompok pendidikan.
Sedangkan dari sisi permintaan, ada keterbatasan daya
serap pasar tenaga kerja.

Tulisan ini menguraikan mengapa hal ketiga diatas
menjadi sangat penting untuk diungkapkan. Dengan
pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang
kemiskinan dan pengangguran diharapkan bahwa
berbagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya dapat
menjadi lebih efektif. Ketiga hal tersebut menjadi
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tantangan pembangunan Indonesia di masa mendatang,
yaitu tercipta pembangunan berkelanjutan dan
peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

KONSEP KEMISKINAN

Betbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan
mengidentifikasikan penyebab kemiskinan sebenarnya
menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat
disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran,
kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan
absolut dan kemiskinan relatif. Kedua, dari sudut pandang
penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi
kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat
penting agat suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan
dapat tercapai adalah adanya kejelasan mengenai “kriteria”
tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang
termasuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran
program. Sedangkan syarat penting selanjutnya ialah
memahami secara tepat apa yang menjadi penyebab
kemiskinan di suatu komunitas.

Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi
di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya, sepert pangan, sandang,
papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan absolut
merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan
sescorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut
umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan
yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah
maupun nilai pendapatan (uang). Namun pengukurannya
juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori. Kriteria
pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis
dan pendekatan kebutuhan dasar.

Pada konsep kemiskinan relatif, perhitungan
kemiskinan didasarkan pada proporsi distribusi
pendapatan dalam suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini
dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi
pendapatan antarkelompok masyarakat. Suatu kelompok
masyarakat dianggap miskin relatif jika pendapatannya
termasuk 30% terendah dari distribusi pendapatan.
Dengan menggunakan kriteria ini, maka dapat dipastikan
bahwa akan selalu ada penduduk miskin dalam suatu
Wilayah. Namun begitu dengan adanya asumsi pendapatan
rata-rata masyarakat yang terus meningkat maka, gatis
kemiskinan juga terus meningkat. Di sini pengukuran gatis
kemiskinan tidak menjadi fokus, karena lebih berotientasi
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inan.

, meras

pergaulan dengan orang yang “tidak miskin”,

neskipun secara absolut, sebenarnya orang tersebut tidak
termasuk ke dalam kategori miskin.

- Menurut pendekatan kemiskinan alamiah, timbulnya

" masalah kemiskinan lebih disebabkan karena keterbatasan

X individu maupun lingkungan. Dari sisi individu,

; kemiskinan dapat tetjadi karena beberapa hal, diantaranya

sifat malas, rendahnya keterampilan yang dimiliki,

kurangnya kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, dan

2 rendahnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang

© . muncul disekitamya. Kemiskinan alamiah dari sisi individu
. secara sederhana dapat terjadi karena faktor-faktor

= biologis, psikologis dan kelemahan sosialisasi yang dimiliki
oleh seorang individu miskin. Semua ketidakmampuan
itu selanjutnya membuat sesorang akan sulit untuk
melakukan usaha atau bekerja guna memperoleh
penghasilan yang dapat digunakan untuk perbaikan
hidupnya.

Sementara itu, pendekatan kemiskinan alamiah yang
melihat dari sisi lingkungan fisik beranggapan bahwa
kemiskinan diakibatkan oleh lingkungan fisik (alam) yang
tidak mendukung. Beberapa contoh dari kondisi itu
diantaranya: tanah yang tidak subur serta topografi wilayah
yang tidak menguntungkan, kepadatan penduduk yang

sumberdaya pada pihak ter

terhambatnya peluang pihak lain u; ; :

Contoh kondisi ini misalnya terlihat dari 4 nya
ketimpangan atau kesenjangan antara desa dan kota,
antarlapisan masyarakat, antarjenis kelamin, dan lain
sebagainya.

KEMISKINAN DAN KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAF!

Berdasarkan deskripsi berbagai indikator yang terkait
dengan masalah kemiskinan di Indonesia, kita dapat
melihat fenomena sebagai berikut: dilihat dari jumlah dan
persentase penduduk miskin, diketahui bahwa jumlah
penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan
dengan jumlah penduduk miskin perkotaan. Pada tahun
2006, persentase penduduk perkotaan yang termasuk ke
dalam kategori miskin mencapai 13,47%, sedangkan di
perdesaan sebesar 21,81%. Rumah tangga miskin di
perkotaan memiliki kondisi yang relatif lebih baik
dibanding rumah tangga miskin di perdesaan, baik dalam
hal pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan. Akses
terhadap pelayanan dasar di perkotaan jauh lebih mudah
dibanding di perdesaan.

Berdasarkan tinjauan demografi, jelas tetlihat bahwa
penduduk miskin (terutama di perdesaan), menghadapi
kenyataan denrography trap (lihat Tabel 1). Penduduk miskin
justru memiliki kecenderungan untuk punya banyak anak.

Alasannya sangat sederhana, dengan tingkat kesehatan

Tabel 1
KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI RUMAH TANGGA MISKIN DAN TIDAK MISKIN, 2006

No Karakteristik Rumah Tangga/Daerah Miskin Tidak Miskin
1 Rata-rata anggota rumah tangga
- Perkotaan 4,70 3,91
- Perdesaan 4,75 3'69
- Perkotaan + Perdesaan 4,74 3.80
2 Persentase Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga
- Perkotaan 15,35 13,57
- Perdesaan 10,55 13,03
- Perkotaan + Perdesaan 12,30 1330
; 3 Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)
: - Perkotaan 48,28
; - Perdesaan 4755 e
- Perkotaan + Perdesaan 47.81 47'14
4  Rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga
- Perkotaan 524
- Perdesaan 418 bk
- Perkotaan + Perdesaan 463 332

g Sumber: BPS, 2006.
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yang buruk, angka kematian anak cenderung tinggi,
sehingga penduduk miskin berasumsi bahwa jika mereka
memiliki banyak anak, maka kalaupun ada bebetapa anak
mereka yang meninggal, maka mereka masih memiliki
“cadangan anak”. Hal ini juga didorong oleh adanya
anggapan bahwa anak merupakan aset (faktor produksi)
yang sangat penting,

Dalam ekonomi kependudukan dikenal istilah
transisi demografi, dan dapat dikaitkan dengan fenomena
kemiskinan. Pada tahap pertama transisi demografi, angka
kematian dan kelahiran sangat tinggi. Tahap kedua, adanya
berbagai penemuan di bidang kesehatan menyebabkan
masyarakat mengalami betrer living standard. Akibatnya
angka kematian menurun, namun angka kelahiran tetap
tinggi. Tahapan selanjutnya yang harusnya terjadi ialah
karena angka kematian rendah, maka orang akan
cenderung membatasi kelahiran (tidak perlu “cadangan
anak”), sehingga angka kelahiran pun turun. Transisi
demografi akan mengubah struktur umur penduduk,
yaitu proporsi penduduk muda (0 - 15 tahun) makin
menurun, proporsi penduduk usia kerja meningkat pesat,
dan proporsi penduduk usia tua meningkat perlahan.
Dampaknya adalah pada beberapa tahun berikutnya, akan
tetjadi penurunan dependency rafio. Pada saat angka depen-
dency ratiomencapai titik terendah, seharusnya suatu negara
berpotensi menghasilkan bonus demografi (lihat Gambar
1) (Adioetomo, 2005). Penurunan angka kelahiran dan
kematian di Indonesia, akan terjadi secara alamiah, jika

tingkat kesehatan masyarakat semakin baik. Masalahnya,
penduduk miskin di Indonesia (terutama perdesaan) masih
mengalami kendala akses pelayanan kesehatan, sehingga
tetap berparadigma “petlu punya banyak anak”.

Dati tinjauan karakteristik sosial demografi rumah
tangga miskin, hal yang paling menonjol ialah lama kepala
rumah tangga bersekolah. Dari ukuran ini terlihat bahwa
rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga
menyebabkan rumah tangga tersebut cenderung miskin.
Bisa dibayangkan munculnya inter-generation poverty trap.
Kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah, tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya,
termasuk untuk investasi pendidikan anak. Akibatnya, anak
yang dihasilkan rumah tangga miskin tersebut
berpendidikan rendah, dan pada saat menjadi kepala
rumah tangga, tidak mampu memenubhi kebutuhan
pendidikan anaknya lagi, dan seterusnya. Hal ini dipetparah
dengan karakteristik sosial demografi lainnya yaitu bahwa
rumah tangga miskin secara rata-rata memiliki jumlah
anggota yang lebih banyak dibanding yang tidak miskin.

KEMISKINAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan deskripsi aspek kesehatan diketahui bahwa
akses penduduk di perdesaan terhadap pelayanan
kesehatan masih lebih rendah dibanding akses penduduk
perkotaan. Padahal kesehatan menjadi pilar penting dalam
pemberantasan kemiskinan, setidaknya seperti yang telah

disampaikan sebelumnya. Buruknya akses tersebut

Gambar 1
RASIO KETERGANTUNGAN INDONESIA, 1950 - 2025
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Sumber: Adioetomo ( 2005), Bappenas dan BPS ( 2005).
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onesia juga masih buruk dan termasuk tinggi
ungan ASEAN. Ini berarti bahwa gizi anak pada
usia tersebut kurang memadai. Namun, segi positif yang
telah dicapai dalam bidang kesehatan adalah persentase
balita yang memperoleh imunisasi. Hanya saja, terdapat
tiga provinsi dengan kondisi lebih rendah cakupannya
dibanding provinsi lain, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan
Barat, dan Maluku. Hal lain yang cukup menarik
diperhatikan ialah adanya kebiasaan (perilaku) merokok
di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, yang
tentunya akan berdampak pada kualitas kesehatan
penduduk miskin di perdesaan yang lebih buruk.
Untuk tinjauan aspek pendidikan, lebih dari 80%
penduduk miskin berpendidikan maksimal tamat sekolah
dasar. Baik untuk perkotaan maupun perdesaan, muncul
fenomena bahwa proporsi penduduk miskin dan kepala
rumah tangga miskin yang hanya berpendidikan sekolah
dasar memang lebih besar dibandingkan penduduk dan
kepala rumah tangga berpendidikan di atas sekolah dasar.
Hal yang serupa juga dapat dilihat dari indikator
kemampuan membaca dan menulis kepala rumah tangga
miskin. Namun demikian, kondisi di perdesaan lebih
buruk dibanding perkotaan. Hal ini menunjukkan akses
terhadap pendidikan di perdesaan lebih rendah dibanding
perkotaan. Dari indikator angka partisipasi sckolah (APS)
diketahui bahwa APS usia 7-12 tahun lebih baik dibanding
APS usia 13-15 tahun. Ini berarti idak semua lulusan SD
melanjutkan ke SLTP. Ada tiga kemungkinan penyebab
yang muncul dari kondisi tersebut. Pertama, jumlah fasilitas
SD lebih rendah dibandingkan jumlah fasilitas SL.TP,
Kedua, ketidakmampuan penduduk miskin untuk
membiayai pendidikan anaknya hingga ke jenjang SLTP,
Ketiga, adanya anggapan bahwa rate of return lulusan SD
tidak berbeda jauh dengan lulusan SLTP.

KARAKTERISTIK DAN PENYEBAB KEMISKINAN DI
INDONESIA

Berdasarkan berbagailiteratur yang ada, beberapa hal yang
terkait dengan masalah kemiskinan di Indonesia dapat
disampaikan berikut: terdapat dua jenis kemiskinan yang
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adalah sangat terbatasnya infrastruktur trans;
menunjukkan bahwa penduduk miskin tingg: ;
yang sangat terpencil (dgprived remoteness), seting mengalam
sakit yang berkepanjangan (profonged illness) dan tidak
mampu mengakses pelayanan kesehatan, serta tida)
memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan,
Kemiskinan kronis juga berkaitan dengan kemiskinan
antargenerasi, yakni orang miskin menghasilkan keturunan
yang miskin pula. Sedangkan jenis kemiskinan yang kedua

ialah kemiskinan sementara (#ransient poverty). Karakteristik
kemiskinan sementara adalah bahwa seseorang bisa
menjadi miskin akibat adanya suatu kejadian luar biasa
yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti krisis
ekonomi dan kejadian alam yang di luar petkiraan mereka,
Pada saat kondisi sudah membaik atau normal, mereka
akan dapat hidup secara normal dan lebih baik.
Kemiskinan di perkotaan umumnya memiliki ciri
kemiskinan transien.

Dari kedua jenis kemiskinan di atas, faktor yang
menentukan perbedaan di antara keduanya adalah bahwa
pada kemiskinan kronis tidak terlihat adanya kekuatan
dari dalam diri masyarakat miskin untuk dapat
mengembalikan kondisi kesejahteraan pada situasi semula.
Dalam hal ini faktor penyebab menjadi kurang penting
dibandingkan upaya untuk membawa penduduk miskin
keluar dati kemiskinan. Kedua macam kemiskinan tersebut
memperlihatkan bahwa penyebab kemiskinan dapat
berasal dari luar kelompok masyarakat miskin, tetapi
pada suatu kelompok terdapat kemampuan untuk
mengembalikan kesejahteraan ke posisi semula setelah
pengaruh tersebut tidak ada lagi. Sebaliknya bagi
kelompok lain hilangnya pengaruh ini tidak serta merta
menyebabkan mereka mampu mencapai tingkat
kescjahteraan yang lebih tinggi. Kelompok terakhir inilah
yang dikatakan mengalami kemiskinan kronis, Kemiskinan
kronis mengindikasikan bahwa intervensi dati pihak luar
mutlak diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tantangannya di sini adalah bagaimana mengubah
karakteristik miskin dari kemiskinan kronis menjadi
kemiskinan sementara. Mengapa perubahan seperti ini
diperlukan? Karena intervensi dalam bentuk material
kurang dapat menciptakan kemanditian masyarakat secara
berkelanjutan. Intervensi tersebut bahkan dapat
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menjadi transien,
| &m ‘mereka kemampuan
n difi secara mandiri. IFAD (2002)

ristik dan paradigma tertentu yang dianut
cat. Scdangkan Landes (1999) mengungkapkan

mas yarakat mendorong munculnya kemiskinan,
sementara beberapa yang lain cenderung mengurangi
kemiskinan. Berbagai paradigma tersebut akan terwujud
dalam petilaku sehari-hari, seperti cara berkonsumsi, cara
memanfaatkan waktu dan sikap terhadap perubahan,
pendeknya ’cara hidup’ (way of /ffe). Hal terpenting lainnya
adalah kemiskinan kronis di beberapa daerah di Indone-
siamuncul karena masyarakat miskin tidak memiliki pilihan
(bave no choice). Pada saat seseorang tidak memiliki pilihan

.
oy
¥

atau alternatif untuk dapat hidup lebih baik, maka
kemiskinan akan menjadi bagian dari dirinya.

Karakteristik utama wilayah perdesaan terletak pada
aktifitas produksi yang dilakukan, dimana sebagian besar
penduduk perdesaan di Indonesia bermata pencaharian
sebagai petani. Apapun jenis lapangan usaha yang
dilakukan, teori ekonomi menjelaskan bahwa besaran
produksi ditentukan oleh faktor produksi yang digunakan.
Ada dua faktor produksi yang penting sebagai masukan,
yaitu kapital dan tenaga kerja. Berbagai hasil penelitan
(termasuk yang pernah dilakukan olch Lembaga
Demografi FE-UI ) menunjukkan bahwa kemampuan
faktor produksi tenaga kerja penduduk miskin perdesaan
di Indonesia sangat rendah, yaitu tidak banyak terjadi
akumulasi modal manusia. Dengan kondist seperti ini,
maka seharusnya akumulasi modal fisik (kapital) akan
memegang peranan penting bagi peningkatan
kemampuan produksi. Namun, dengan tidak adanya akses
terhadap permodalan dan asct pmdul\'ut‘, akumulasi
kapital tidak dapat dilakukan. Hasilnya adalah rendahnya
tingkat produktivitas dari waktu ke waktu tanpa
perubahan yang berarti.

Dari sudut pandang pasar faktor produksi, orang
miskin tidak memiliki bargaining power di pasar kerja dan
sangat terbatas aksesnya terhadap modal schingga
berakibat pada rendahnya akumulasi modal. Di pasar
komoditas, sebagai konsumen orang miskin tidak
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Dari beberapa hasnl pe
perdesaan ditemukan kecenderungan tidak
masyarakat miskin untuk mengolah lahan dengan teknik
lebih modern dan berusaha mempertahankan kesuburan
lahan. Seperti yang diketahui, sebagian besar penduduk
miskin mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian
yang utama. Selain itu, masyarakat miskin di perdesaan
juga tidak yakin bahwa usaha mereka dalam bentuk

bekerja akan mampu membuat mereka keluar dari

masalah kemiskinan, sehingga memberi dampak
psikologis. Ketiadaan pasar telah menjadi disinsentif
penduduk miskin untuk memproduksi lebih banyak lagi
hasil pertanian. Tekanan psikologis penduduk miskin
muncul karena adanya anggapan bahwa ternyata
kehidupan mereka tidak banyak berubah dari waktu ke
waktu, meskipun telah bekerja keras. Oleh karena itu,
penciptaan pasar dan akses terhadap pasar menjadi syarat
petlu (necessary condition) untuk mengatasi masalah ini,
sedangkan menciptakan insentif bagi masyarakat untuk
mengelola pertanian secara lebih produktif dan efisien
menjadi syarat cukup (sufficient condition). Untuk dapat
mencapai syarat cukup, maka perlu ada intervensi
kebijakan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan
pemberdayaan masyarakat miskin, membuka akses
informasi, dan memperbaiki kondisi kesehatan rumah
tangga. Jika penduduk miskin di perdesaan hanya
didorong untuk mengelola pertanian secara lebih
produkuf saja tanpa adanya penciptaan pasar, maka solusi
tersebut akan menjadi sia-sia.

Kemiskinan di perkotaan dapat muncul akibat
adanya spatial mismatch. Ciei penting spatial mismatch adalah
orang miskin di perkotaan umumnya berpendidikan
rendah, yang sebenamya kebutuhan akan tenaga kerja lebih
banyak pada bigh skilled labor, sehingga orang-orang
tersebut tidak dapat memperoleh pekerjaan seperti yang ;
diharapkan. Selain itu, spatial mismatch terjadi karena
kesempatan kerja dapat diperoleh melalui informal chan-
nels. Sesungguhnya nformal channels dapat ditransformasi
menjadi formal channels dengan cara membangun /abor
market information secara baik, sehingga dapat mengurangi
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Salah satu hal penting yang perlu dicermati ialah
peranan institusi yang berpengaruh terhadap kehidupan
penduduk miskin. Jenis bantuan yang diberikan sebaiknya
mampu menciptakan kemandirian penduduk miskin dan
dapat memfasilitasi mereka untuk memperoleh akses yang
dapat meningkatkan aset produktif (peningkatan human
and physical capital), akses terhadap teknologi dan
informasi, akses terhadap pasar, serta akses untuk
berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Institusi bagi masyarakat miskin seharusnya dapat lebih
berperan sebagai fasilitator pembangunan. Pemberdayaan
masyarakat miskin dapat ditingkatkan, jika ada institusi
yang maimpu menjembatani keterisolasian mercka
terhadap “dunia luar”. Seperti yang diungkapkan olch
peraith Nobel Perdamaian, M. Yunus. “Pozerty is not cre-
ated by poor people. It is produced by our failure to create institu-
tions to support human capabilities”.

pembangunan itu sendiri. Namun demikian, untuk In.

donesia ada hal yang menarik untuk diamati. Dari Gambyar
2 terlihat bahwa ada kecenderungan yang berlawanan
antara pertumbuhan ckonomi dan persentase penduduk
miskin. Pada saat pertumbuhan ekonomi sedang anjlok

bahkan mencapai angka negatif, persentase penduduk
miskin melonjak dengan drastis. Sebagai contoh, pada
tahun 1998, ckonomi Indonesia sedang mengalami
kontraksi yang dapat dilihat dari angka pertumbuhan PDB
sebesar -13,2%. Hal ini ternyata berdampak pada
peningkatan secara drastis persentase penduduk miskin
dari yang sebelumnya 17,7% pada tahun 1996 menjadi
24,2% pada tahun 1998. Dengan tingkat pertumbuhan
yang semakin membaik, persentase penduduk miskin juga
semakin menurun (lihat Gambar 2).

Salah satu hal yang perlu dicermati adalah jika
dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 1996
dengan tahun 20006 ternyata relatif sama. Pada tahun 2006,
persentase penduduk miskin sebesar 17,7%, sedangkan
10 tahun kemudian (2006) sebesar 17.8%. Arunya bahwa

tidak terjadi perubahan vang signitikan dalam hal

Gambar 2
PERTUMBUHAN PDB DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA, 1996 - 2005
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kesejahteraan penduduk. Bahkan dalam jumlah absolut,
penduduk miskin 2006 lebih banyak (39,1 juta) dibanding
1996 (34,5 juta). Dengan memperhatikan kecenderungan
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan,
maka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa
mendatang, diharapkan dapat berperan dalam penurunan
angka kemiskinan.

Pertanyaan mendasar lainnya jalah apakah
pertumbuhan ckonomi merupakan cerminan peningkatan
kesejahteraan rakyat? Jawabannya adalah bahwa
pertumbuhan ekonomi menjadi necessary condition agar
tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Argumennya
cukup sedethana. Tenaga ketja yang memiliki produktifitas
paling tinggi, akan lebih dulu terserap di pasar kerja,
sedangkan tenaga ketja yang memiliki produktivitas
rendah akan terserap di pasar ketja pada saat tetjadi
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika
pertumbuhan ekonomi tinggi, maka mereka yang tidak
produktif pun akan dapat terserap di pasar kerja.
Akibatnya angka pengangguran berkurang, daya beli
masyarakat meningkat, dan angka kemiskinan juga
menutun. Lahi akan muncul pettanyaan betikutnya: apakah
penduduk yang termasuk kategori miskin di Indonesia
memang menikmati manfaat paling besar dari

pertumbuhan ekonomi? Atau justru sebaliknya?

KETENAGAKERJAAN, PENGANGGURAN, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembahasan tentang pengangguran dalam kaitannya
dengan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan
dati pembahasan mengenai perkembangan ekonomi In-
donesia pada cakupan yang lebih luas. Analisis mengenai
pengangguran perlu mempethatikan proses industialisasi
di Indonesia yang merupakan suatu proses transformasi
struktural ekonomi secatra menyeluruh. Seperti yang
dinyatakan oleh John Mellor (1987), tidak ada bangsa
yang makmur, merata kesejahteraannya dan stabil, yang
kegiatan utamanya hanya pertanian. Karena itu paragraf
betikut akan membeti sorotan lebih jauh mengenai
petkembangan proses industrialisasi di Indonesia selama
i,

Meskipun secara umum muncul pandangan bahwa
Indonesia telah cukup lama menjadi negara industri baru,
namun ditinjau dari peran sektor industri manufaktur,
ternyata perubahan yang berarti dalam industrialisasi baru
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terjadi dalam waktu kurang dari seperempat abad.
Industrialisasi memang telah mulai sejak lama. Proses ini
dapat dirunut sejarahnya kembali ke masa kolonial
Belanda di abad XIX. Pada akhir abad ke-19, di Jawa
telah terbangun banyak sektor manufaktur modern yang
sangat besar. Selama paruh kedua abad XIX tersebut,
Jawa merupakan daerah yang memiliki teknologi uap
diterapkan paling intensif di seluruh Asia Tenggara (Dick,
1998). Pada masa itu Indonesia bahkan dapat dikatakan
lebih maju ketimbang Jepang, Singapura, Thailand, dan
Hong Kong. Sutabaya (bukan Batavia) pada akhir tahun
1900 dapat disetarakan dengan pusat-pusat industri
terkemuka di Asia pada waktu itu seperti Osaka, Bombay,
dan Kalkuta (Dick, 1998).

Dick (1998) menjelaskan mengapa Indonesia, Jawa
pada khususnya, tidak dapat memanfaatkan kemajuan
awalnya di bidang industrialisasi? Jawabannya adalah
karena tidak terdapat kemajuan otomatis dari
pembangunan industri modern menjadi industri mandiri
(hal yang serupa juga dialami India). Masa setelah tahun
1900 merupakan sejarah pergolakan dan baru kemudian
pada pertengahan 1980-an, Indonesia mengalami
perubahan struktur perekonomian yang penting cukup
berarti. Berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi
ini, terdapat dua pola umum yang penting untuk
diperhatikan. Pertama adalah perkembangan sektor
industri manufaktur yang tumbuh cepat hingga kemudian
kontribusinya dalam PDB mencapai 30 persen. Kedua,
ialah pertumbuhan sektor industri yang lebih cepat
daripada sektor pertanian hingga peranannya terhadap
PDB melampaui sektor pertanian. Untuk hal yang
pertama, Indonesia mengalaminya pada pertengahan
1980-an, sedangkan untuk yang kedua dialami pada 1991
(Aswicahyono, 1996). Dengan demikian tampak bahwa
proses industrialisasi yang paling mutakhir, dan
sesungguhnya sudah pada jalur yang tepat, di Indonesia
belum betlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Salah satu perkembangan yang terjadi seiting dengan
proses industrialisasi di Indonesia adalah terjadinya
urbanisasi, dimana peran sektor perkotaan dalam
menyerap penduduk dan tenaga ketja semakin tinggi.
Komposisi permintaan tenaga kerja yang sebelumnya
sangat didominasi oleh sektor pettanian, secara bertahap
mulai diimbangi oleh meningkatnya peran sektor industri
dan sektor jasa. Satu hal yang petlu diingat di sini adalah
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bcrlakunya gejala dualisme, di mana sektor modern
(perkotaan) tumbuh berdampingan dengan sektor
tradisional (perdesaan). Dengan kata lain, sektor tradisiom_ll
masih tetap memiliki peran yang besar, meskipun terdapat
pertumbuhan yang cepat dalam sektor modern.

Secara kronologis, perubahan signifikan di pasar
kerja terjadi sejak pertengahan 1980-an. Dengan
Mmenguatnya peran industri manufaktur seperti tersebut
diatas, terbukalah berbagai kesempatan kerja (job creation)
baru. Permintaan tenaga kerja di sektor ini secara singkat
naik dalam jumlah besar. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa para pekerja Indonesia selama pertengahan 1980-
an hingga 1996 mendapat manfaat yang besar dari
pertumbuhan ekonomi secara umum, dan khususnya
proses industrialisasi.

Dari utraian di atas dapatlah dikatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 1980-an hingga
akhir 1990-an merupakan hasil dari pertumbuhan sektor
industri pengolahan. Berbagai studi tentang petkembangan
sektor ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan yang
cepat dalam sektor industri pengolahan diikuti pula oleh
peningkatan dalam produktivitas (Aswicahyono, 1998;
Timmer, 2000; Jojo dan Meister, 2004). Dari berbagai
temuan tersebut, akan mudah untuk diharapkan bahwa
sektor industri manufaktur Indonesia telah mengalami
peningkatan teknologi. Namun demikian, ternyata tidak
mudah untuk memahami lebih mendalam tentang
berbagai faktor yang mendasari perkembangan yang
signifikan dalam produktivitas tersebut. Ini berarti sulit
dipastikan apakah peningkatan itu diakibatkan oleh
peningkatan yang setara dalam kapasitas industri di In-
donesia (termasuk peningkatan modal manusianya),
ataukah hanya diakibatkan oleh pembelian teknologi maju
dari luar negeri.

Menelaah lebih jauh data ketenagakerjaan,
berdasarkan lapangan pekerjaan, sebagian besat penduduk
Indonesia pada 2005 bekerja di sektor pertanian
(mencakup juga kehutanan, peternakan dan perikanan).
Keadaan ini betlangsung selama paruh pertama dasawarsa
2000. Selain itu situasi ini menunjukkan pula
ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga
kerja. Penawaran tenaga kerja yang dapat pula
digambarkan dari kontribusi yang dibetikan oleh masing-
masing sektor perekonomian. Gambaran ini
menunjukkan pula struktur perekonomian. Data selama
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2000-2005 mempetlihatkan bahwa peran industri
manufaktur dalam PDB tetap lebih besar daripada sekec,r
pertanian. Dengan demikian selama periode tersebut,
kecenderungan perubahan struktural yang tetjadi sejak awa]
1970-an tetap dapat bertahan. Namun demikian
gambaran yang berbeda dipetlihatkan oleh data
ketenagakerjaan, seperti telah disebutkan, sektor pertanian
masih menjadi penyerap terbesar tenaga kerja Indonesi,.
Gejala di atas menunjukkan pula bahwa proses
industrialisasi yang tetjadi selama ini tidak diikuti oleh
transformasi struktural tenaga kerja. Industri pengolahan
yang dibangun pada masa 1980-1990-an (yakni pada masa
ledakan ekspor) lebih banyak merupakan industri faoslsse
yang dengan mudah akan melakukan relokasi jika suatu
negara atau daerah kehilangan daya tariknya. Industri-
industri seperti ini peka terhadap masukan-masukan lokal
(Jocal inpnts), dan bersifat tidak padat modal maupun
keahlian. Salah satu faktor pokok vang menjadi masukan
lokal bagi industri ini ialah upah tenaga kerja. Dalam masa
ledakan ekspor tersebut, peraturan perburuhan memang
kurang menguntungkan bagi pihak buruh. Namun
demikian, di sisi lain, situasi ini memberi kemudahan bagi
penanam modal untuk melakukan usahanya di Indone-
sia. Kedua faktor ini, longgarnya peraturan perburuhan
dan kondisi perckonomian yang surplus tenaga kerja,
memiliki peran yang besar dalam proses masuknya
berbagai footloose industry di awal 1990-an tersebut.
Secara spasial penyebaran industri pengolahan di
Indonesia lebih banyak terjadi di Indonesia bagian Barat.
Di Jawa, industri yang berkembang ialah fastloose industry,
sedangkan di pulau-pulau lain vang berkembang ialah
industri-industri berbasiskan sumberdaya alam (resosrce-
based industry) (Hill, 1996). Ini sesuai dengan karakter kedua
wilayah itu: Jawa merupakan pulau dengan kepadatan
tertinggi schingga tenaga kerja tersedia dalam jumlah yang
berlimpah; sedangkan di luar Jawa, dengan berbagai
keterbatasan dalam jumlah tenaga ketja dan infrastruktur
lebih menarik bagi industri vang berorientasi sumberdaya.
Namun demikian dalam perkembangannya tidak terdapat
dampak limpahan (spillover effect) dalam proses
industrialisasi tersebut (khususnya dari perusahaan-
perusahaan asing), yang berarti tidak terjadinya perluasan
dan peningkatan teknologi melalui proses ini (Jojo dan
Meister, 2004). Salah satu kemungkinan penyebab yang
diajukan kedua peneliti itu ialah kurangnya kapasitas
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2 SN
1t di atas mengungkapkan kembali
atu yang kurang tepat dalam pengelolaan
mbangan sumberdaya manusia Indonesia
; i. Dati sisi permintaan tenaga kerja (industti),
 ernvata tidak terdapat proses pengalihan teknologi yang
‘ﬁgﬁ;ﬁkﬁﬂ, meskipun selama ini telah banyak terjadi
interaksi dengan negara-negara berteknologi maju. Di

pihak lain pada sisi penawaran tenaga kerja ditemukan

indikasi adanya ketidaksesuaian yang cukup berarti antara

kualifikasi yang dibutuhkan dan kemampuan yang

ditawarkan.
Dalam isu pengelolaan dan pengembangan

sumberdaya manusia ujung permasalahan ialah munculnya
gejala ketidakcocokan (mismateh) di pasar tenaga ketja,
antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Isu ini
bukan lagi hal baru di Indonesia mengingat bahwa sejak
awal 1990-an telah ramai dibicarakan mengenai perlunya
kesesuaian antara keahlian yang dimiliki tenaga kerja
(sebagai hasil dari pendidikan) dan keahlian yang
diperlukan oleh sektor riil. Selama masa Pelita 1V,
Kelompok Ketja Pembangunan Sumberdaya Manusia
(yang terdiri atas Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan
BPS) telah membuat proyeksi bahwa sclama Pelita
tersebut akan terjadi ketidakcocokan penawaran-
permintaan, yakni jumlah yang diminta untuk tenaga kerja
lulusan sekolah dasar dan menengah sebesar 8 juta or-

ang, sementara jumnlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh

4,2 juta; dan untuk pendidikan tingg, j
ialah 517.000, sedangkan jumlah yang
sebesar 1 juta orang (Pangestu dan Gardiner,

Jika dilihat dari data statistik penduduk usia 15
ke atas yang beketja menurut pendidikan, tetlihat jelas "
bahwa Indonesia menghadapi masalah kualitas tenaga
kerja. Hal ini akan terus berlangsung hingga beberapa
puluh tahun mendatang, mengingat mereka yang
berpendidikan rendah akan terus berada di pasar tenaga
ketja hingga usia 64 tahun. Data BPS 2005 menunjukkan
bahwa sebanyak 56,23% pekerja di Indonesia hanya
berpendidikan SD ke bawah, 19,55% berpendidikan
SITP, 18,80% berpendidikan SLTA, dan hanya 5,42%
berpendidikan diploma maupun satjana. Bisa dibayangkan
dengan proses industrialisasi yang berlangsung cepat di
dunia, Indonesia justru mengalami masalah rendahnya
kualitas SDM. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk
mendorong masuknya investasi, seharusnya disesuaikan
dengan kualifikasi pendidikan tenaga kerja kita. Tidak
dapat dipungkiri bahwa belum tentu investasi yang masuk
secara massive mampu menyerap tenaga kerja secara zas-
sive pula. Perlu strategi investasi yang sesuai daya saing
tenaga kerja Indonesia.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, gejala ini
merupakan peringatan yang sangat keras menyuarakan
perlunya pengelolaan sumberdaya manusia yang memiliki

Gambar 3
PERTUMBUHAN PDB DAN TINGKAT PENGANGGURAN INDONESIA, 1996-2005 (PERSEN)
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orientasi nyata dengan permintaanya. Berbeda dengan
pasar barang, ‘komoditi’ yang ‘ditransaksikan’ dalam pasat
kerja ialah manusia. Ketidaksesuaian di pasar kerja,
karenanya, akan ditanggapi dengan dilakukannya
penyesuaian baik oleh pihak yang meminta maupun yang
menawarkan, dan penyesuaian ini akan memiliki dampak
yang lebih permanen dibandingkan yang dapat
berlangsung di pasar barang. Perubahan ‘teknologi’
berkaitan dengan pasar ketja ialah perubahan pada
kapabilitas sumberdaya manusia, dan ini hanya dapat
ditempuh melalui pengelolaan dan pembangunan yang
hati-hati (prudens) dalam hal modal manusia, antara lain
lewat pengajaran dan pendidikan.

Selain dalam hal kualifikasi kemampuan tenaga ketja,
ketidakcocokan di pasar kerja dapat juga muncul akibat
ketidaksempurnaan informasi. Dalam hal ini kualifikasi
kemampuan pekerja tidak lagi menjadi persoalan. Di sini
masalah muncul akibat informasi tentang lowongan
pekerjaan tidak sampai pada pencari kerja yang sesuai.
Di pihak lain, informasi tentang ketersediaan tenaga kerja
juga tidak sampai pada perusahaan yang membutuhkan.
Solusi bagi ketidaksempurnaan informasi ini lebih mudah
diberikan, seperti dengan membangun sebuah pusat
informasi tenaga kerja yang akan berfungsi sebagai suatu
pul baik bagi pencari ketja maupun pencari tenaga kerja.

Perkembangan tingkat pengangguran dan
pertumbuhan ekoniomi Indonesia ditampilkan dalam
Gambar 3 di atas. Dari grafik tersebut dapat dilihat suatu
gejala yang menarik, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi
berjalan seiring dengan naiknya tingkat pengangguran,
khususnya selama periode 2001-2005. Salah satu

penjelasan terhadap munculnya gejala ini ialah bahwa
pertumbuhan Indonesia selama ini lebih banyak
disebabkan oleh pengeluaran konsumsi (baik rumah
tangga maupun pemerintah). Gambar 4 memperlihatkan
dekomposisi PDB Indonesia berdasarkan jenis
pengeluaran, yang menunjukkan betapa besatnya
sumbangan konsumsi dalam permintaan agregat, dan
kecilnya peran investasi. Dengan kata lain keadaan ini
menunjukkan kerentanan dalam struktur ekonomi Indo-
nesia selama ini, khususnya ketika memasuki abad XXT,
Sebelum lebih jauh membahas tentang
pengangguran, perlu diutarakan terlebih dahulu bahwa
BPS sejak 1990 telah melakukan perubahan definisi
sebanyak dua kali yakni pada 1994 dan 2001. Perubahan
yang dilakukan pada 1994 ialah meniadakan pembatas
waktu bagi pencari kerja. Sebelum 1994, seseorang
dianggap sedang mencari pekerjaan jika ia memang sedang
mencati pekerjaan dalam waktu satu minggu sebelum
survei. Sedangkan setelah 1994, batasan waktu satu
minggu itu ditiadakan (Suryadarma, et al. 2005).
Perubahan yang kedua dilakukan pada 2001. Di sini
BPS menambah himpunan angkatan kerja dengan
memasukkan tiga kelompok orang menganggur yakni: i)
mereka yang tidak beketja dan tidak sedang mencari kerja
karena yakin bahwa tidak ada pekerjaan yang tersedia
(discouraged workers); ii) mereka yang telah memiliki
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja; iii) mereka yang
sedang menyiapkan suatu usaha. Sebelum 2001, mereka
ini tidak diperhitungkan ke dalam angkatan kerja, sehingga
tidak dimasukkan dalam pe nghitungan tingkat

pengangguran. Kedua perubahan membuat

Gambar 4
PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN, 2002-2005 (MILYAR RUPIAH)
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Gambar 5
EMPLOYMENT ELASTICITY INDONESIA, 2001-2005 (RIBUAN)
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Sumber: Nazara (2006).

perbandingan antartahun tentang pengangguran perlu
dilakukan secara hati-hati, karena terdapat petriode-periode
yang tidak dapat diperbandingkan tanpa menclaah secara
khusus data yang digunakan.

Gejala searahnya pergerakan pertumbuhan
ekonomi dan tingkat pengangguran seperti tampak dalam
Gambar 3 sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indone-
sia. Dalam laporannya, PBB mengungkapkan bahwa
selama dua tahun terakhir, di seluruh dunia berlangsung
gejala yang sama (PBB, 2007). Dalam laporan tersebut
diungkapkan pula pernyataan 11.0 bahwa kecilnya peran
pertumbuhan dalam mengurangi pengangguran telah
berlangsung selama satu dasawarsa terakhir. Kenyataan
ini mengingatkan kembali bahwa pertumbuhan ekonomi
semata tidak akan serta merta mengurangi angka
pengangguran. Di samping itu gejala ini mengarah pada
pertanyaan mengenai keterkaitan antara pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan pengetjaan (esployment creation).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor yang
menyerap tenaga ketja paling besar di Indonesia ialah
sektor pertanian yang notabene menjadi mata pencaharian
sebagian besar penduduk miskin. Sedangkan sektor yang
tumbuh paling cepat (terutama sejak tahun 1980an,
meskipun pada saat krisis justru anjlok) dan memiliki
kontribusi besar dalam PDB ialah scktor industri
manufaktur. Pertumbuhan ekonomi yang tidak
menciptakan kesempatan ketja lebih besar bagi penduduk
miskin menunjukkan kurang berkualitasnya pertumbuhan
ekonomi tersebut.
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Selama periode 2000 hingga 2005, pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih berada pada tahap pemulihan
(recovery), dimana terjadi peningkatan pertumbuhan
ekonomi meskipun tidak secepat yang diinginkan. Pada
tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik
yaitu sebesar 5,6%, meskipun masih berada di bawah
target (6,2%). Namun dilihat dari angka pengangguran
pada tahun yang sama ternyata naik menjadi 10,26%, dani
yang sebelumnya (2004) sebesar 9,86%. Belum lagi angka
pengangguran akan semakin besar manakala sebagian
orang yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja
masuk ke pasar kerja (menjadi angkatan kerja), dan
mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan.

Pertanyaan sclanjutnya ialah berapa persen
pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menyerap
pengangguran tersebut? Untuk menganalisis hal ini, dapat
digunakan indikator makro yaitu elastisitas tenaga ketja
(employment elasticity). Dengan melihat pada Gambar 5
tetlihat jelas bahwa ternyata setiap 1% pertumbuhan
ckonomi hanya mampu menyerap sekitar 200.000 tenaga
kerja. Dengan angka pengangguran sebesar 10,85 juta
orang (2005), maka dengan hitungan kasar setddaknya kita
membutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 10% per
tahun selama 5 tahun mendatang, Hal ini sangatlah sulit
untuk dapat terpenuhi mengingat tidak banyak terjadi
peningkatan investasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya?
Hal yang lebih mudah (meskipun cukup sulit dan
membutuhkan waktu) ialah memperbaiki angka ezploy-
ment elasticity yang sama artinya dengan meningkatkan angka
penyerapan tenaga kerja sebagai hasil pertumbuhan
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ckonomi. Salah satu prasyarat penting agar penyerapan
tenaga kerja cukup tinggi ialah bergeraknya scktot riil
nasional. Caranya ialah dengan memperbaiki iklim investasi
di Indonesia. Sebagai tambahan informasi, sebelum krisis
angka employment elasticity di Indonesia masih mencapai
kisaran 400 ribuan,

Undang-undang ketenagaketjaan di Indonesia
dianggap terlalu rigid bagi sebagian kalangan pengusaha.
Selain itu, adanya kenyataan bahwa sekitar 2/3 peketja di
Indonesia bekerja di sektor informal dan sisanya bekerja
di sektor formal kurang menguntungkan. Mengapa
demikian? Karena undang-undang ataupun peraturan
ketenagakerjaan memang hanya mampu menjangkau
sektor formal saja. Berarti, tidak ada petlindungan yang
memadai untuk sebagian besar tenaga kerja kita. Oleh
karena itu, perlu ada upaya mentransfer mereka yang
bekerja di sektor informal (termasuk buruh yang tidak
dibayar, pekerja keluarga, pekerja tidak tetap dan
sebagainya) untuk dapat bekerja di sektor formal,
Bagaimana caranya? Jawabannya ialah dengan mendorc ng
pertumbuhan investasi (Nazara, 2006). Lagi-lagi masalah
iklim investasi yang harus segera diperbaiki. Revisi UU
no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memang perlu
dilakukan. Namun demikian, revisi ini masih sulit terwujud
selama perlindungan terhadap pekerja masih terbaikan.
Oleh karena itu, Indonesia perlu  segera
mengimplementasikan secara nyata sistem jaminan sosial
nasional (UU No. 40/2004), untuk mengurangi
kerentanan yang dapat dihadapi para peketja miskin akibat
fluktuasi di pasar tenaga kerja di masa mendatang,

PENUTUP

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator
pembangunan memberi manfaat positif bagi
perekonomian Indonesia. Namun demikian,
pertumbuhan ekonomi saja ternyata tidak cukup untuk
mengatasi masalah ekonomi lainnya seperti kemiskinan
dan pengangguran. Hal ini terjadi pada saat pertumbuhan
ekonomi kontribusinya berasal dari sektor yang tidak
banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi di Indonesia
menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin tinggal
di perdesaan dan mengandalkan sektor pertanian sebagai
sumber penghasilan. Padahal, sektor pertanian mengalami
pertumbuhan yang lambat, dan tentunya mempengaruhij
pertumbuhan pendapatan petani miskin. Berdasarkan
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data pengangguran diketahui bahwa pertumbuhag
ckonomi tidak mampu menyerap tenaga ketja secars
massive di seluruh sektor. Penciptaan kesempatan ketja lebih
banyak terjadi di sektor-sektor modern yang
membutuhkan tenaga ketja dengan ketrampilan yang
tinggi. Dengan kenyataan bahwa angkatan ketja di Indo-
nesia didominasi oleh mereka yang hanya berpendidikan
dasar, maka perlu strategi pembangunan yang lebih tepat
dan terarah. Investasi memang dibutuhkan Indonesia
untuk mendorong peningkatan kesempatan ketja, namun
tentunya harus diarahkan pada investasi yang sesuai dengan
ketersediaan sumberdaya manusia yang ada. Jika investasj
modal fisik sesuai dengan ketersediaan modal manusia,
maka pertumbuhan ekonomi akan dapat menguntungkan
kelompok angkatan ketja dengan pendidikan rendah, dan
mengurangi kemiskinan. Perlu diingat bahwa
pembangunan yang berkelanjutan akan dapat tercapai jika
kelompok miskin memiliki akses yang lebih besar
tethadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup

mereka, termasuk bagi masa depan anak-anak yang or-

ang tuanya miskin. Intinya, Indonesia membutuhkan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan tidak

mencederai mereka yang miskin. Schingga, setiap persen

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, memiliki dampak

nyata terhadap penurunan angka pengangguran dan

kemiskinan.
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